
  

 

 
 

 
 

 
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR 4 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  

NOMOR 106  TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARITO KUALA, 
 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka memenuhi belanja gaji dan tunjangan 

PNS, serta adanya beberapa perubahan yang perlu 
disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 

106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito 

Kuala Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

  
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan   Negara     (Lembaran   Negara       Republik  
     Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara                

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4400); 
 
 

 
 



  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah      

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5155); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

12.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2017 
Nomor  244); 

 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,   

 

 



  

 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri  Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
  

   15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  
 

 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 

Nomor 11); 
 

 17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Kuala Tahun 2017 Nomor 51); 

 

18.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017          

Nomor 106).  
                     

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 106 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018  sebagai 

berikut : 
  

(1). Pendapatan  :    
a. Pendapatan Asli Daerah                            Rp      65.000.000.000,00  

b. Dana  Perimbangan                             Rp1. 856.309.377.500,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah        Rp    254.777.480.820,00  

   Jumlah Pendapatan        Rp 1.176.086.858.320,00 
 

(2). Belanja 

   a. Belanja Tidak Langsung : 
 1) Belanja Pegawai                   Rp    472.331.479.208,00 
 2) Belanja Bunga                            Rp               -          

 3) Belanja Subsidi                            Rp               - 
 4) Belanja Hibah                            Rp        9.699.700.000,00   

 5) Belanja Bantuan Sosial                  Rp        8.301.650.000,00  



  

 6) Belanja Bagi Hasil                           Rp        2.329.257.580,00  

 7) Belanja Bantuan Keuangan                Rp    198.273.879.984,00 
 8) Belanja Tidak Terduga                 Rp        1.000.000.000,00                          

              Rp    691.935.966.772,00 
 

   b. Belanja Langsung  : 

 1) Belanja Pegawai                   Rp      13.075.419.521,00 
 2) Belanja Barang dan Jasa                           Rp    257.404.614.108,00 
 3) Belanja Modal                            Rp    228.670.857.919,00    

              Rp    499.150.891.548,00  
 Jumlah Belanja                   Rp 1.191.086.858.320,00      

 Surplus / (Defisit)                          (Rp      15.000.000.000,00) 
 

(3). Pembiayaan 

   a. Penerimaan                   Rp      26.000.000.000,00  
   b. Pengeluaran                            Rp       11.000.000.000,00                                
 Jumlah Pembiayaan Netto                 Rp       15.000.000.000,00                               

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
         tahun berkenaan                                          Rp        N I H I L 
 

2.  Merubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 
106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018, yang daftar perubahannya sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

3. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud angka 2 di atas 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 

Kuala.  
 

Ditetapkan  di  Marabahan 

Pada tanggal  17 Januari  2018 
 
BUPATI BARITO KUALA, 

 
 

 
Hj. NOORMILIYANI AS 

 
Diundangkan di Marabahan 
Pada tanggal 17 Januari  2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA 
 

 
 

 
          H. SUPRIYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017  NOMOR 4  

 
 

 
 


